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SEMENJAK reformast digulin, beragam wpaya menata sisteni po!mk dan pemervintaharn seria
kebijakan publit terus dilaladian. Sejaud ity, begitu banyak ho umm dipertaruhian agay sisiem
kekvasaam  Indonesia wmakin  membail, paling tidak jika dibondingkan  era-era ,sel}eirmzm’a
Berakhirnya rezim otoriterisine, disimlah diyakini memasuki babak transisional, Semangat wuniuic
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kekuasaan pada aras lokal terus menguoi (IRE, 2002). Energi untuk membenahi sisiem pemerinsahon
makin teralokasi, de ragan ditandasi suain prinsip bahwa, agenda oronomi dacrah, deseniralisasi, don
demokratisasi merupakan paket wiamn menu perbatkan hubungan pusat dan doerah, Narasi besar
otonow daeral dan desentralisasi disambut gempita olel berbugal pihok.
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Pendahuluan

Konsekuensi dari proses pembenahan sistemn

o pemerintahan, malka. tuntutan perombakan tata

pemerintahan Indonesia menuju sistem yang
lebih baik (good govermance) dibawah disain
demokratisasi, telah menjadi kesadaran bersama.

Pemerintah, LSM, asosiasi mayarakat sipil, fem- -

“baga politik representasi (DPR/D), parpol, serta
pihak swasta mendisain dan menginisiasi agen-

da-agenda atan program pemberdayaan makin
marak. Hal 'ini bisa kita lacak dalam berbagai
episode pembaharuan. Pada aras negara misal-
nya, birokrasi di level pusat hingga daerah-dae-
rah bernlat mercformulasi peran dan fingsinya.
Parlemen (DPR, DPRD), sebagai institusi stra-
tegis penyeimbang jalannya kekuasaan eksekutif
melakukan agenda-agenda revitalisasi, Contoch
yang populer soal kebutuhan bagi anggota dewan
untuk peningkatan kemampuannya yakni dengan
model training capacity building, menyangkut
tugas dan fungsi kelembagaan yang diembannya.
Lembaga yudikatif makin gencar membangun
kepercayaan baru melalni visi independensi.
Pengalaman era orde baru menunjukkan, lem-
baga yudilatif hanyalah alat justifikasi tindakan
politik negara yeng represif dan manipulatif,
Dapat disebut misalnya gerak pemberantasan ko-
rupsi yang dilakukan oleh komisi pemberantasan
korupsi (KPK) dan disupporr oleh organisasi

lan makin gencar menunjukkan hasii yang gemi-
lang, meskipun belum optimatl karena masih dili-
puti bayang-bayang politik peradilan. Begitupun
Komisi Yudisial (K'Y) serta gebrakan kejaksaan
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masvarakat sipil (CSO) atas praktik mafia peradi-

agung menyusur lika-liku jalan penegakan hukum
Indonesia adalag sekian fakta yang harus diskui.
Kebangkitan partai politik memberikan jaminan
saluran aspirasi, artikulasi dan agregasinya dalam
mengawal harapan konstituen dewasa ini. '(Aric
Sujito, 2008), kendatipun lembaga politik mesin
pemilu ini tak luput dari serangan karena problem
yang menyelimutinya. Betapapun hugatan ‘dan
kecaman habis-habisan terhadap parpol berlang-
sung, tetapi dorongan pembaharuan intemal par-
pol juga makin terasa. Apalagi, sistem elektoral
juga makin dibenahi, dengan model proporsional
daftar terbuka, serta penerapan afffrrative ac-
tiorr dimana perempuan memperoleh akses 30%
dalam pencalonan anggota legislatif. Belakangan
ini mencuat keperluan melakukan pembenahan
stapdart perolehan snara dalam skema electoral
trashold dan parliamentary trashold. Diantara
benang kontroversi yang mengitarinya,: dapat
dikatakan semua itu paling tidak secara formal
menjadi terobosan alternatif,

Sementara itu, di aras civil society, seperti
lembaga swadaya masyarakat (LSM) di ting-
kat lokal mendisain berbagai bentuk program
seperti riset, seminar, training, workshop yang
berorientasi imelakukan kampanye good gov-
ernance (GG), otonomi lokal, desentralisasi de-
ngan mendorong hadir dan diterapkannya prinsip
keadilan pusat dan dacrah. Sepakterjang para
aktivis LSM yang mendampingi masyarakat
mengawal perubahan strategis ini telah mampu
menumbuhkan dan memberi makna pentingkatan
partisipasi warga dalam berasosiasi (Niko Kana,
2004), sampai mempengaruhi kebijakan. Para
intelektual di berbagal perguruan tinggi (seperti
halnya dosen dan mahasiswa), dan pegiat ormas
menyambut mementum perubahan i melajui
gerakan pembaharman secara massif, Mereka itu
berhasil memunculkan paradigma pemberdayaan
dan pengembangan partisipasi untuk disasar men-
jadi mainstream program yang dikerjakan pada
berbagai bentuk. Kesemarakan dan kebangkita
wearga dan denyut nadi masyaraka sipil dapat di-
jadikan sebagai modal besar dalam membangun
sistemn baru, sebagaimana cita-cita reformasi.
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gl cenderung manipulatif e
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o ditandai ole

tisme (KKN)

.;'":.':'Seé_a.ra":kon'sepmal, skema desentralisasi dan
demokratisasi kewenangan dalam praktik peme-

rintahan saling berkaitan. Desentralisasi diarahkan -

- agar proses pengambilan keputusan politik pem-
.bangunan: tidak ‘menempuh remtang yang jauh,

“antara pihak masyarakat dan sang pemilik otori- -

‘tas ‘dan lembaga representasi. Sementara demok-
.- ratisasi:menjadi jalan bagaimana kekuvasaan yang
terbentuk ‘menjalankan mandatnya secara trans-
paran,partisipatif; serta alountabel: Secara teoritis
- desentralisasi dan demokratisasi keduanya ber-
- maksud agar pemerintahan bisa dijalankan sesuai
prosedur dan norma hukum yang berlaku, Baik
itu secara administratif, maupun politik. Pemerin-
tahan yang bersih (good governance) merupakan
bagian dari manifesto politik reformasi, mengi-
- ngat:dijalan otoriterisme pemerintahan masa lala
cenderung manipulatif yang ditandai oleh men-
jalarkan tindakan kolusi, korupsi dan nepotisme
(KKIN). Prinsip Pemerintahan yang baik dan ber-
sih meliputi; (a) partisipast; (b) transparansi; (¢}
kontrol dan; (d) akuntabilitas.

Pengertian partisipasi dipahami sebagai ben-
tuk keterlibatan aktif warga negara dalam proses
pengambilan kebijakan. Dalam sistern pengam-
bilan keputusan, pemegang otoritas politik ha-
rus memperhatikan suara rakyat sebagai per-
timbangan dasar, tanpa kecuali. Partisipasi akan
memuongkinkan terwujudnya rasa keadilan tanpa

‘Sementara itu- transparansi '1nenyangk1.1:t__---ke"r_'er— _

*“kekuasan dan kebijakan membutubkan kejelas-
‘an dan kepastian yang bisa diakses semua pihak
-yang- memiliki- hak. Berbagal informasi® yang

~berkaitan dengan kepentingan publik ‘dapat di-
fvang  akses siapapun, Hal itu meliputi atiran main (rude

_ ‘of ‘the game), materi ‘atan substansi yang

 dakan kolusi, korupsidaniepo- | dari kebijakan
' Sotaio o i Cakupan control atas kekuasan, lebih dimaknai

. sebagai urgensi mekanisme pengawasan jalannya

* pemerintahan sesuai konsensus atau konstitusii Di

-dalammya menegaskan mengenai batasan .wil_z__tyah
‘kewenangan. Pola dan corak pengawasan dalam

“sistem demokrasi dapat dijalankan di level kelem-

tis kolekiif warga masyarakat. Berkenaan dengan

bukaan dalam “proses politik ‘kebijakan: Proses

serta implikasi dari kebijakan yang diputuskan.

bagaan (formal) maupun berbentuk kesadaran kri-

akuntabilitas lebih diartikan sebagai perlunya
pemegang kekurasaan mempertanggungjawabkan
segala kebijakan kepada masyarakat sebagai ‘pe-
milik kedaulatan. Pertanyaannya adalah,“apakah
konsep semacam ini sudah mampu betjalan efektif
dalam konteks tata pemerintahan di Indonesia?

© Dalam - perkembangannya, sebapai : konsep
baru, good governance (GG) mulai disebarkan se-
bagai mantra-mantra “mujarab” bagi institusion-
alisasi modernigasi politik pasca negara ‘otoriter.
Di lingkungan nepara-negara Dunia Berkembang
seperti Indonesia misalnya, GG kian merajalela
bahkan menjadi manifesto politik baru yang kian
populer. Dari rabaan teorisasi, sesungguhnya ba-
nyak perspektif mengenai GG ini dapat dirujuk,
yang ternyata memiliki basis tekanan berbeda-
beda. Dari model dengan landasan pada ‘struldur
pemerintahan semata, hubungan masyarakat dan
negara, sampai dengan yang lebih maju perspektif
adalah keseimbangan relasi negara, masyarakat
dan market.

Tradisi libertarian governance', program
governance disini mencakup kebutuhan kepas-
tian hukum (faw enforcement), kebebasan pers,
penghargaan HAM, dan partisipasi ralkyat mela-

diskrivninasi Pelibatan semakin - banyak-wargs,
baik itu untek mengakses kebijakan, mendu-
kung dan mengonirol, punya makna positif untulk
memastikan agar terhindar darl abuse of power

lu1 organisasi-organisast volunteer. Fokusnya 3G
ini adalah reduksi besaran organisasi birokrasi
pemerintah; adanya privatisasi badan-badan usa-
ha milik negars; serta perbaikan adiministrasi ban-
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tuan keuangan, Hal itu juga menyanghkut prinsip-
prinisp efisiensi public services, peradilan yang
kokoh terpercaya, serta independen. Terlebih
pertanggungjawaban pemerintah pada publik. Di-
sanalah, beberapa analisis menyebutkan bahwa
‘GG tidak Tain sebagal bagian skema neo-liberai-
isme.

- MNamun- periu dacamt bahwa sebagmn besar
te_antisl memberikan isyarat bahwa, GG bukan
semata - membatasi.-relasi- dalam - pemerintahan,
melainkan mencakup relasi sinergis dan sejajar
antara pasar, pemerintah dan masyarakat sipil.
Gagasan kesejajaran ini mengandung arii akan
pentingnya redefinisi peran dan hubungan ketiga
institusi ini dalam mengelola sumberdaya ekono-
mi, politik dan kebudayaan vang tersedia dalam
masyarakat. Hubungan sinergis antara ketiga
institusi, terwujud penyelengearaan negara vang
bersih, responsif,  bertanggungjawab, kuatya
masyarakat sipil, kehidupan pasar (bisnis) yang
kompetitif dan bertanggungjawab. Dapat dicatat,
perspektif GG yang beragam scbenarnya masih
tetap berada dalam pagar (perspektif) libertarian
governance, dengan penckanan pada masyara-
kat sebagai basis politik dan pasar sebagai basis
ekonomi. Perspektif itu, menghendaki peran ne-
gara yang dikurangi, baik dalam proses ekonomi
maupun politik. Pengurangan peran negara dalam
aras politik tentu diiknti menguatnya peran civil
society dengan strategi desentralisasi dan otono-
i, dan berinteraksi dengan sektor ekonomi.(IRE,
2002).

Mendorong agar ide GG menopang jalannya
otonomi daerah, memang bukan pekerasn mu-
dah. Mengapa? Karena banyak hal yang memiliki
konteks dan relevansi yang berbeda. Persoalan-
nya, justru kondisi strukiur ekonomi politik dan
realitas sosial daerah yang menjalani fase transi-
stonal, yakni resultante gelombang pasang refor-
masi nasional, adaptasi dan implementasi GG di-

hadapkan pada sejumlah benturan benturan yang
kompleks. Hal demikian erat kaitannya mengenai
sejarah orde baru yang memperlakukan daerah
secara diskriminatif. Ketidakadilan menjadi isu
sentral hubungan pusat dan daerah, Tharat “Satelit™
yang terus dickspoiiasi oleh pusat, daerah masih
mengalami resiko yang demikian berat, terutama -
pada satu dekade era reformasi.

Setelah sekian lama sentralisasi dan.stare
corporatism’- dijalankan oleh pemerintahan Soe-
harto, <daerah menjadi tidak berkembang. Pada
aspek politik, secara internal, lembaga-lembaga
politik daerah dikelola secara integral dalam bi-
rokrasi pemerintah, dimana segzala fungsi norma-
tif meliputi partisipasi, pengawasan, transparansi
dan pertanggungjawaban - tidak  diialankan’.
Merajalelanya KKN birokrasi dan legislatif,
serta birokratisasi membabi-buia mengontrol
warganya adalah akbat-akibat sistemik korpora-
tisme negara yang korup. Birokrasi mendominasi
diluar kewenangan, ommnipoten dan omwnipres-
ent. Hubungan kelembagaan pun bekerja dengan
model hierarkhies yang tercermin dalam koman-
do dari pemerintah pusat, propinsi, kabupaten,
kecamatan, sampai dengan desa. Dacrah dan desa
tidak mandiri menentukan kebijakan, dan hanya
menderivasi dari ideologi kekuasaan diatasnya
secara instruksional. Sisa-sisa itu masih terasa
kuat, terutama corak kekuasaan yang oligarkhis.
Sebuat saja, betapapun politik otonomi daerah di-
Jalankan, tetapi ser-up kelembagaan dan regulasi
masih condong berwatak sentralistis. Begitu jelas
soal pengafuran perimbangan keuangan pusat
dan daerah, khususnya model perencanaan dan
implementasi pembangunan.

Pada aras societal, organisasi-organisasi ke-
wargaan diberangus dengan cara penyeragaman,
baik berupa azas, visi-misi organisasi, sampai pro-
gram-program yang difetapkan sekalipun, tidak
boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah.
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Strategx domesukam dilakukan dengan sistema-
tik, supaya organisasi Slpll tetap terawasz negara.
stanalah birokratisasi daerah efekiif membung~
- kam partisipasi untuk menjalankan pemerintahan.

;Komandmsme struktur pohuk ‘tentu berdampak ]

aspek - sosial . ekonoml Developmentalzsm

_projec ditopang wawasan stabxhtas pohtxk dan -

' :pexjh;mb'uhan ekononn praktls “berhasxl” mengin-
tegrasikan hubungan osial: ekonﬁml daerah dan
‘desa dl:bawah mana}emen pusat berpdyun;, kapa—

“solidaritas vang solid dan kuat, namun lebih indi-

'vxduahstxkupragmatls sebaglan besar dum h)glka _

. instrumentatif. -

éfde'baru sebagaumana dijelaskan. di atas, se-
.cara eksesif juga ditkuti oleh kapitalisasi. Model

__kapitailsam dijalanksn ‘melalui “kebijakan pem- |
investasi. modal - dan teknologi .dalam

buk
- kerangka. pemanfaatan sumber daya alam lokal,
. yakni dilakukan melalui ekstraksi dan eksploitasi.
Kesemua strategi ini- melahukan resﬂco»resﬂco
_ekonomni terhadap sumberdaya ekonomi daerah

dan. . desa ‘Sumberdaya daerah kian terserap ke

_ pemermtah pusat (metropolis), juga ekonomi desa
. yang disedot kota. Pada saat bersamaan terjadi pe-
ningkatan robilitas sosial ke pusat-pusat industii.

Ttulah akar penyf:bab daerah dan desa menoalaml

.- kemiskinan strukfural secara permanen. Muiai
' dari ‘masalah tanah, hasil-hasil pertanian; 'pérw

B rokzatlsasx dan korporahsam sepanjang N

ikanan, perkebunan, hutan, serta sumber-sumber
alam berupa tambang di desa terus mengalir. pesat

ke sentra-sentra indutri perl«:otaan Padahal, kapi- .

talisasi daerah dan desa terbukti tidak menghasﬂ—

‘kan kesejahteraan warga, sebagaimana skenario
“trickle down _effect yang diturunkan dari: mode;—
nisasi-dan pemmabuhan ekonomi’, namum yang
' be1uperas1 adalah represi dan Ketergantungaﬁ*" -
-Babak barn dengan munculnya regulasi UU.
No 22/99 ‘mengenai otonomi daerah (termasuk
: t;dak 1ag1 dldasan spmt komunahstzk jarmgan__

otoncml (desa), serta UU No. 25/99 mengenai

{perxmbangan keuangan pusat daerah telah mem-

berikan Tuang baru mewujudkan otonormi - untuk

. mengatur pemerintahannya sendiri”, Regula51 ini

kemudjan digantikan oleh UU 32/ 2004, Spmtnya
adalah dlperiukannya desentralisasi dan. demok—
ratisasi. Secara konkrit, jarak politik antara. peng«
ambil kebuakan dengan rakyat lebih dekat,  yang

' dan kewenangan daerah mltuk merumuskan men-

3alankan dan ‘mengevaluasi _pelaksanaan pemba—
ngunan tanpa adanya intervensi secara sepxhak
oleh propinsi dan kabupaten, Dengan begitu, maka
kecenderungan terjadinya distorsi dalam pemba~
ngunan oleh karena dominasi pemerintah pusat
kepada daerah dapat dicegah. Sehingga, upaya-
upaya strategis untuk menjalankan agenda tata
pemerintahan yang bersih dari KKK, akuntabel,
efekiif melalni skenario GG dapat dijalankan, -

4 Cara ini prakiis rata-rata dilempuh clefi rezim yang berkuassa pada negara-negara post-kofonval. Baca ulasan Inf misalnya
datam buky Bjom Heltne, Ironi Pembangunan di Negara Berkembang, Jakarta, 1995, atau tulisan Arie? Budimarn, Teori
Pembanguran Dunia Ketiga, Jakarla, Gramedia Pustaka Utama, 1995: 16-40; Frans Husken, Mas, yarakat Desa Dalam Perubanan

Zaman, Grasindo, Jakaria, 1998

5. Logika modernisasi dan indusiriatisast di Duniz Kefiga bisa dirajulc dari Alan tdauntioy, Industrialization and Developing
Counirics, 1975, atav Schrool, Modemnisasi, pengantar sosfologl pembangunan negara-negara berkembang, Gramedia, 7987 .
6, Menggunaken pendekatan vang lebih makro, maka hubungan ekonormi noliik dalam disain W@W&g@@m

aleft Wallersicin dengar core and periphery. (ihat Immanuel Wallemstein, The Modern Worid Systern, Academic Prass, New York,

1974).

7. Undang-undang ity menjadi dasar utema pengaturan olonomi daarah pascy orde baru, mengganiikan keberadaan LU no.
5 fahun 1974 tentang pemerintahan daerah, saria UL no. 5 lahun 1979 mengenal pengaluran pamerinfahan desa. Secara Uil
kedua undang-undang vang digantitan ifu bersifat seniralistis. Baca wason singkat darf Sedivno Tiondronsgoro datam Prisma,

Jarar, 1868: hal §1-82.
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-bagaan elsekutif dan legislatif
mﬁg selama ini akibat politisasi
vang begitu iajam, karena pro-

.Ses menguainya p@[ itical SOC!&??‘}

@"z i)e, .E?agag arena. % LY

' ':_"'Mengﬂmti perkemban_gan awal prakiik otono-‘

mi daerah dalam kurun waktu kurang lebih satu

“dekade, sejunﬁah' persoalan masih menghantui.

Mengukur keberhasilan kebijakan, idealnya di-
letakkan pada ke}:angka kontinum waktu panjang,
tidak hanya sesaat. Berikut catatan kritis otonomi
daerah dan desentralisasi yang masih dibelis per-
soalan. : ' '

"Pertama, di level pemerintahan daerah, nam-
paknya birokrasi sebagai lembaga kunei penye-
lenggaraan pemerintahan yang bersih masih be-
lum melakukan perubahan mendasar. Kendatipun
reformasi memaksa terjadinya perubahan struk-
tur (restrifcturisasi) dengan penyesuaian daerah
otoniom, dimana disain pemerintahan tidak lagi
bercorak korporatis dan sentralistik pada kepe-
mimpinan fop executive di tangan bupati/wali
kota, tetapi kultur dan tradisi paternalistik yang
memposisikan kepala daerah sebagai strong man
dan berpengarub, ternyata masih begitu melekat
lnat dan hegemonik, Hal ini tidak dapat dilepaskan
darl proses panjang, meminjam pemikiran Berger
{1990} sebagai, social construction yang kemu-
dian menjadi sejarah daerah. Inisiasi birokrasi,
sebagian besar masih mewarisi tradisi “minta pe-
tunjuk atasan”, feodalistik, yang membuat proses
birokrasi lamban dalam pengambilan keputusan,
bahkan berbelit-belit.

Dalam kaitan penyakit semacam ini, tentn
berpotensi tumbuh suburnya praktik KXN dalam
lingkungan birokrasi. Padahal birokrasi, semes-
tinya juga terjadi desentralisasi pada tingkat
kelembagaan yang mampu menangani berbagai

kewenzngannya, dalam kerangka division of la-
bowr. Dvsain birokrasi semacam itu mensyaratkan
kejelasan dan transparansi proses vang dapai di-
akses olch masyarakat daerah, sekaligus terlekat

P p
Teserintihas yang Efatif o Ern Otomend D

- s i Aga_ﬂda _}Stra;tggisMﬁugﬂiasi Masalah

pertanggungjawaban kepada publik.

~Kedua, politisasi birokrasi yang masih cukup
‘kental mewarmnai dinamika otonomi dacrah. Apa-
lagi jika melihat perubahan tata pemilu, dimana

pemerintahan . daerah -saat ini dibentuk ‘melalui
“hasil pemilihan kepala dacrah langsung (Pilkada)
- dengan pintu masuk melalui mesin parpol ‘Ba-
“nyzk cerita soal ini masih meny;sakan masalah
yang perlu dibenahi.
" “Kegagalan hubungan kelembagaan ekseku—
tif dan legislatif yvang selama ini akibat po_htisas;
vang begitu tajam, karena proses menguatnya
political society diberbagai arena. Banyak kasus,
kinerja birokrasi terhambat karena “struktur an-
caman” yang bersumber dari parlemen. Bahkan,
lebih dari sekadar itu, pada kecenderungannya
patokan birokrasi bukan pada aturan main secara
demokratis tetapi lebih mengikuti selera parlemen.
Dengan kata lain birokrasi terabsorbsi dalam poli-
tisasi parlemen. Disanalah muncul pela baru dari
executive heavy (era orde baru) menuju legislative
heavy (era reformasi). Kita tahu, watak birokrasi
secara normatis bersifat pelayanan, pengaturan
dan fasilitasi. Oleh karena itu, birokrasi seharus-
nya dilakukan dengan manajemen profesional ber-
pangkal koridor peraturan perundang-undangan,
dan kebijakan-kebijakan yang telah disepakati.
Catatan pentingnya adalah, patokan dalam bentuk
rule of the game yang melandasi kinerja birokrasi
tentw harus dilandasi prinsip-prinsip demokrasi,
bukan sekadar untuk tujuan strong bereucracy.
Kendatipun saat ini, kepala daerah tidak lagi
harus disandera oleh parlemen lokal, ada modus
baru, sejak UU 32/ 2004 ternyata kepala daerah
lebih terbebani oleh struktur birokrasi lama. Mes-

kipun tidak bersifat nmum terjadi di beberapa

daerah, sejumlah tindakan progresif yang diini-
siasi oleh kepala daerah yang baru dengan pikiran
maju, sering terhambat oleh gaya dan pola lama
dalam birokrasi, terutama dalam lembaga-lem-
baga dinas sektoral.

Strultur dan watak parpol sejauh inl belum di-
reformasi, yang masih mempertahankan sen-
tralisasi, dominasi dan model-model oligarkhis.
Dampaknya adalah, pola kepartaian ite merembes

s PAERS-daretanggungiowebaya-sesusi-prosedus-da—deotigas—etigarkdi--dan—elitongi--pariomens-
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pada paﬂemen yang masxh menggunakan stan-
- dardisasi kendali oleh parpol Perjalanan. transisi
demokrasi balk di ungkat pusat, maupun . daerah,

nampak_' yata_ bahwa pariemen belum mampu_

tar_}erat pada model~model kcrja yang elms dan
anti. demokrasi, Karena itu, wajar jika berbagai
protes sosial dan gerakan ekstra parlementer kian

ma:ak d& berbagai ciaexah sebaglan hesar meng— ‘

gugat pa;rlemen _

Keempat lemahnya partlsxpasz dan kontrol
masyarakat s1p11 atas kinerja pemenntahan dae»
rah. Se;auh ini, kelmatan kontrol sipil atas penye—_
Eenggaraan pemenntahan beium berjalan secara

o s e e [atatan Krusial

6 éDc:nf’f:ziaw []a §ica pan ang, nega-
v anya ah diposisikan Seba ai
perangkat administratiy,
karena iy ﬁea‘am ber z‘mdak se-
bagaz wasit dalom iaia elonomi
politik global, karenanya tidak
memiliki kewenangan lebih dari

I, 29

Seorang pemikir kritis Amerika Latin, Gus-
tavo Esteva (1998) mengulas mengenai dinamika
demokrasi global pasca perang dingin. Menu-
rutnya, semenjak kapitalisme meneguhkan diri

dampak munculnya dzstmst pada segaia hal (sek~
tor hukum dan keszakan) sehmgga aﬁenda—
da otonomi daerah mengalami hambatan.
yang serius yakni Icegagalan pelembagaan pohtxk
dimana kmerja dan tata pemerintahan tidak efek-
tlf karena sermgkah terjadi pelangoaran—peianﬂ-
garan yang, dllakukan berbaga: p1hak

sebagai ideologi handal saat ini dan di masa de-
pan, maka proyek globalisasipun mulai d;kzbar—
kan. Ambisi untuk menjadikan marker. sebagax
indikator utama dalam membangun peradaban
ekonomi politik bangsa-bangsa di dunia . telah
menyerap pethatian di kalangan negara Dunia
Ketiga. Berkaitan dengan itu pergelaran d&:mqi_qw
si liberal menjadi penopang penting”. Globalisasi
menyebarkan mantra-mantra dan formula magis
veng ditandai janji-janji kemajuan teknologi, per-
tumbuhan ekonomi dan sosial yang ditawarkan
oleh para raksasa yang berhuni di negara-negara
industri maju. Kesemua itu juga dilekati argumen
inti sebagai justifikasi moral dan dasar-dasar le-

8. Baca pergesemn struktural di era giobal inf dalsm Gustavo Estava don Madhu Burf Prakash, “Demokrasi Radial: Citonomi
Lokal, Bukan Glohafisasi” dalem Jumal Wacana, Yogyakatia, Insist, No l/39: 25.57,

Ponserintaban y: e Ffeltif o Fos Dby Hacenhs
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: gzt'mam tentang watak demokratlsnya Gelom-

“Kan apa yang cinsiﬂahkan oleH Pukuyama (1992)
dengan “berakhlrnya sejarah" terifama semen-
Jak rezml Sovyet bangkm_t d1gu1ung kap;tahsme

menyebarkan pengaruhnya ke berbagm peiosok
ncgerl, sampai ke desa—desa Tak peiak lag1 jika
mobﬂ:sasz smnberdaya lokal, hamplr secara fun-
dam taI_ akan di formulas; dan termte«rasa pada
dxsa ! globalisme. -

_Oleh perspektlf ini, negara d}haramkan un-
mk campur tangan mengurus1 masyaralxat ‘dan
pasar asumsmya aéalah gxka intervensi dilakukan
(pengalaman negara otontanan) _menyebabkan
masyarakat fergantung dan pasar menjadi tidak
schat, Hipotesis ini memang logis, dan secara
linier diandatkan diantarz tiga kekuatan tersebut
(negara, pasar dan masyarakat lokal) menjadi se-
imbang. Namun persoalannya adalah, apakah ke-
mungkinan interaksi ketiganya yang dibatasi oleh
aturan main (rule of the game) akan berkorelasi
positif terhadap menguainya rakyat itu sendir,
khususnya dalam semesta pembicaraan ini lokus
daerah? Ini sangat meragnkan. Mengingat, untk
kasus Indonesia semenjak berakhirnya kekuasaan
otoritarian orde baru (negara), masyarakat harus
berhadapan ‘dengan kekustan dahsyat yakni mar-
ket di rezim neo-liberall.

Pertarna tereduksinya peran negara justru
d:gax_mkan ‘oleh kekuatan pasar. Dalam jangka
panjang, negara hanyalah diposisikan scbagal

esemiver/ Tahun 1201

perangkat admmlstiatif oleh karena 113.1 ncgam
bertindak sebagal wasit dalam tata ekonomi poli-
tik giobai karenanya tidak mexmll}u kewenangan
Iebih dari itu. Kedua, struktur sosial dan kondisi

ekonomi “di daerah mengaiami perubahan Iuar'

biasa sebagal msa—szsa kolonisasi (oleh negara dan
:penj aj ah masa lalu) Terjadinya krisis smnberdaya
iokal, segrega& sosmi yang tajam, perges

pola I{epemmpman dan kempieksxtas permasa;
‘ahan yang dialami’ masyarakat JIndonesia, yang

kesemua it membutuhkan pertlmbancan serius,
jlkaiau tidak ter_]ebak pada perangkap bam yang
menyesatkan o

“Dalam dua -aspek dmamlka dan pergeseran
1tuiah otonoml daerah dengan prinsip pernerin-
ta‘nan yang bersih semestinya mempemmbang—
kan mengenai arah perubahan untuk saat ini dan
dimasa-masa akan datang. Dalam mengakhm fu-
lisan ini, ada beberapa alternatif penting yan gbisa
ditempuh. Pertama, perwujudan demokrasi pohtﬂ(

daerah tentunya tidak harus menisbikan peran ne- -

gara yang, secara teoritis dapat menjadi kekuatan
otoritatif melindungi rakyat. Tentunya, prasyarat
mendasar adalah adanya struktur dan sistem poli-
tik negara yang demokratis (ditandai oleh pelem-
bagaan partisipasi otentik warga, kontrol efekiif

‘dan kelcuatan kritis, transparansi dalam proses

kebijakan serta adanya akuntabilitas kepada pe-
milik kedaulatan). Disanalah good governance
hendaknya dipahami sebagai instrumen untuk
menciptakan keseimbangan kekuasaan {(balunce
of power), dan bukan hanya sekedar menyerahkan
kekuasaan pada pasar semata. Prinsip ini diope-
rasikan secara internal untuk lingkup kelembagaan
daerah, seperti pemerinizh kabupaten/ kota, patle-
men, masyarakat gipil serta masyarakat ekonomi,
yakai harus ada keseimbangan kekuatan.

9. John Markoff, Waves of Democracy, Social Movemen! and Politicel Change, Thousand Osks, Sage Publications, 7996,
fterf. Jobn Markolf, Gelombang Demokrasi Durila, gerakan sosial dan perubahan politik, editor: Heru Mugroho, Pustaka Pelajar dan

SV ara i, Seamner Ty
10, Francis
Kapitalisme dan Demokrasi Liberal, Yogyakarta, Kafarm, 2007}

Fukuyama, The £nd of History and The Last Man, published in Penguin Book, 1892 (lerjemahan, Kemenangan

11, Pamikiran kiifis mengenai qlobamaz;f atau istilah lain dengan imperialisme, depat diihat pada James Pelvas dan Henry
Valimeyer, Globalization Untnasked: impenalism in the 21st Century, Zed Books Lid., London, 2001, {ferf. James Patras dan henry

Veltmayer, imparialisme Abad 21, Yogyak

ria, Kreasi Wacana, 2002). Bisa jugn lihat Gsear Lovontaine gk, Shaping Globalisalion,

jawaban kaum sozialis demolrat atas neoliseralisme. Yogyakarta, Jendela, 2000
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Kedua perlunya membangun kontrak baru
dacrah: dalam pembangunan. Menyangkut di
dalammya adalah merumuskan ulang visi dan misi
“(laerah: dalam kerangka otonomi, desentralisasi
‘dan demolcr351 lokal, merancang program-pro-
) gram yang sensitif perubahan dengan prinsip ber-

: ke:lanjutan (sustamab!e) terintegrasi dan berwa- _
- wasan penguatan struktur sosial, politik, ekonozm"{j.
' : S menjalankan pembangunan yang diprogramkan
‘Hal ini perlu ditempuh, agar hubungan antax dae~"
rah tidak semata-mata masuk dalam logika- koim-

_dan budaya lokal.

‘Ketiga, secara eksternal hubungan desa .'ka—"

. '.bupaten propm31 dan. pemenntah pusat -dalam
kerangka 'otonomi, semestmya perlu meletakkan

“kedaulatan pada. rakyatnya, bukan berkiblat pada_' :
- penguatan kekuasaan pemerintah semata, " -atau.

“parlemen. Baik regulasi, perangkat kelembagaan
SDM serta sumberdaya alam (ekonomi} perlu
dilandasi semangat penguatan dan kemandirian
masyarakat secara merata, bukan pada pemilik
kekuasaan, para pemodal atau kelompok-kelom-
pok strategis semata yang cenderung dilakukan
melalui cara-cara teknokratis dan oligarkis. Di-
sanalah fungsi otonomi daerah lebih bisa berpe-

luang diwujudkan., Keempat penguatan modal
sosial Jokal, yang di dalamnya menyangkut nilai,
institusi dan mekanisme daerah (berbasis grass -
Foots) membangtm loglka bagi termptanya keter- -

aturan, tetapi dalam semangat perubahan sesuai

dengan konteks perkembangan, Mempemmbangu .

kan kapasitas lokal tentunya tidak terjebak pada
kemapanan kultur dan struktur lama yang-esta-

blish, namun secara progresif bergerak mengikutl '

dinamika yang berlangsung,

Dan, kelima, adalah periunya membangm' .

jaringan kebersamaan antar daerah, mewujudkan
semangai solidaritas antar daerah ketika -harus

petetlf dan eksploitatif yang cenderung saimg
mematlkan tetapt justru saling menguatkan"*

Inilah ‘tentangan mendasar demokrasi dalam

kerangka otononi dan desentralisasi, Seharusnya
pengalaman berharga daerah yang cukup  maju
dalam mengambil inisiatif menjadi inspirasi dae-
rah lain untuk mendorong pembaharuan. Banyak
potensi . daerah seringkali tidak termanfaatkan
dengan baik, oleh karena political and good-will
tak pernah nyambung dengan harapan masyara-
kat. Agenda besar yang perlu dipikirkan “untuk
membenahi sistem hubungan pusat daerah adalah
prinsip keadilan. Jika ini menjadi dasar, maka se-
lanjutnya berjuang bagi terwujudnya tata peme-
rintahan yang bebas dati KKN untuk keadilan dan
kesejahteraan daerah dan rakyatnya %%

12, Dalam disain pembangunan berkelanjutan, periimbangan kerjasarma antar desa sangal poniing sebagai salah salu cara
mengatas! persoalan bersama. Terutama jika dikeitkan dengan gejala kelangkaan sumberdava alam (lokal), yang akan melahirkan
konflik bard fika fidak ada kesepaiatan dan eturan main anfay desa. (RomerDixon, Hrisis Linglungan den Konflik Makerasan,
pelajaran darf berbagal kasus” dalam Unisia, No. 36XV 1896 3-46, terbitan Lili, Yogyakaria).






